BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemberdayaan Aparatur menjadi bagian yang sangat penting dalam menciptakan kualitas
pelayanan yang baik. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Factor yang menjadi perhatian
Kantor Kecamatan Poco Ranaka adalah peningkatan kapasitas pelayanan public melalui
pemberdayaan aparatur, dimana pelayanan public adalah salah satu terlaksananya

pemerintahan yang baik.

a. Pembinaan karir dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public yaitu suatu upaya
sistematik, perencanaan struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi
aparatur dengan kebutuhan organisasi. Pembinaan karir bertujuan untuk mengembangkan
sumber daya manusia dengan memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
pekerjaan oleh aparat, agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam
mewujudkan tujuan dari pada organisasi serta untuk memahami tugasnya sebagai seorang
abdi Negara.

b. Diklat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public yaitu suatu proses
meningkatkan pengetahuan, teori-teori yang berkaitan dengan pekerjaan dan
keterampilan seorang aparatur agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan maksimal.

Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
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masing-masing dapat mewujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Poco Ranaka dalam
pengembangan kemampuan aparatur yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada
aparatur untuk meningkatkan pendidikan formal setingkat lebih tinggi dan meningkatkan
keterampian, keahlian,melalui pelatihan baik yang diselenggarakan dilingkungan sendiri
maupun diluar lembaga pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur.

c. Sistem Penggajian, Tunjangan Dan Kesejahterahan Dalam Upaya Meingkatkan
Pelayanan Public yaitu suatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pemberian gaji
dan kompensasi berdasarkan hasil kerja/prestasi. Pentingnya sistem penggajian,
tunjangan dan kesejaterahan merupakan suatu usaha meningkatkan semangat,
kedisiplinan, profesionalitas dan produktivitas dalam menjalankan tugas. Hal itu berarti
semakin baik/tinggi gaji seorang aparatur, semakin mudah memberdayakannya. Salah
satunya meliputi: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak,
tunjangan pangan, THR, perjalanan dinas dan pensiun.

2. Saran
a. Pentingnya pembinaan Kkarir dalam pelayanan public adalah untuk meningkatkan

kualitas pelayan. Pembinaan karir dalam upaya meningkatkan pelayanan public pada
Kantor Camat Poco Ranaka sangat penting untuk menunjang efektivitas pelayanan.
Pembinaan karir pada Kantor Kecamatan Poco Ranaka belum maksimal. Hal ini
ditandai dengan kurangnya jumlah aparatur yang mendapatkan promosi dan mutasi
serta lemahnya sistem perencanaan pembinaan karir. Oleh karena itu, perlu adanya

perbaikan dalam suatu proses pembinaan karir pegawai.
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b. Pentingnya diklat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public adalah untuk
menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
masing-masing dapat mewujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan aparatur pada
Kantor Kecamatan Poco Ranaka harus terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga
aparatur akan memiliki kompetensi dan kemampuan yang akan mudah melaksanakan
pekerjaan yang ditugaskan dan mudah memecahkan setiap persoalan yang dihadapi.

c. Pentingnya Sistem Penggajian, Tunjangan Dan Kesejahterahan Dalam Upaya
Meingkatkan Pelayanan Public adalah suatu usaha meningkatkan semangat,
kedisiplinan, profesionalitas dan produktivitas dalam menjalankan tugas. Gaji,
tinjangan dan kesejaterahan merupakan hak dari aparatur negara yang diberikan
negara atas kerja yang mereka lakukan dalam pekerjaanya melayani masyarakat. Oleh
karena itu tugas dari pemerintah yaitu untuk memberikan sistem penggajian,
tunnjangan dan kesejaterahan yang layak dan adil serta harus didasarkan atas tugas

dan tanggung jawab yang di embannya.
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